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Instrumen Wawancara Dan Documentasi Penelitian Terhadap
Proses Pembatalan Hibah Yang Sudah Ada Akta Notaris

Pertanyaanya :

1. Apakah akta hibah yang dibuat Pak SH untuk Ibu | sah secara
hukum?

2. Bisakah anak-anak Pak SH yang lain menuntut hak atas rumah yang
sudah dihibahkan kepada Ibu 1?

3. Apa tujuan Pak SH melakukan hibah kepada Ibu | dan bukan
mewariskannya secara umum kepada semua anak?

Ibu NR

30 April 2025

09.12 WIB

Jawaban permasalahan pembatalan hibah

1. Ya, berdasarkan informasi yang diberikan, akta hibah yang dibuat
di kantor notaris dan menyatakan tanah serta sertifikatnya kini milik
Ibu | adalah sah secara hukum. Akta notaris adalah bukti otentik
yang memiliki kekuatan hukum kuat, sehingga kepemilikan tanah

secara resmi beralih kepada Ibu I.
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2. Tidak, secara hukum anak-anak Pak SH yang lain tidak dapat
menuntut hak atas rumah yang sudah dihibahkan kepada Ibu I.
Karena hibah telah dilakukan secara resmi melalui akta notaris
semasa Pak SH hidup, kepemilikan sudah beralih. Hibah berbeda
dengan warisan; harta yang sudah dihibahkan tidak lagi menjadi
bagian dari harta warisan.

3. Tujuan Pak SH melakukan hibah kepada Ibu | adalah sebagai
bentuk balas budi dan penghargaan atas bantuan serta pengurusan
yang telah diberikan Ibu | kepada keluarga dan Pak SH selama
hidupnya. Beliau secara spesifik ingin memastikan rumah tersebut
menjadi milik Ibu | sebagai bentuk terima kasih, berbeda dengan
pembagian warisan yang biasanya dilakukan secara merata atau
sesuai hukum waris.

Pertanyaanya :

1. Apakah hibah yang diberikan Pak SH kepada Ibu | sah secara
hukum, mengingat salah satu anak laki-laki (Pak HF) tidak
menyetujui dan tidak menandatangani akta notaris?

2. Kesepakatan Pak HF untuk menyetujui hibah dengan syarat
mendapatkan 25% dari harga rumah Ibu I akan mengubah dinamika
hukum dari situasi tersebut. Ini menunjukkan adanya negosiasi dan
kompromi di antara ahli waris?

3. Dalam hukum waris, hibah yang diberikan oleh pewaris (Pak SH)
pada saat ia masih hidup dapat memiliki implikasi terhadap bagian
warisan ahli waris lainnya, terutama jika hibah tersebut dianggap
sebagai pemberian yang mengurangi bagian mutlak (legitime) ahli

waris lain yang berhak?
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Bapa RH sebagai kaka

30 April 2025
15.41 WIB

Jawaban dan tanggapan proses pembatalan hibah :

1. hibah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Agar hibah
sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, biasanya diperlukan
akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak yang
berkepentingan. Dalam kasus ini, meskipun Pak HF tidak
menyetujui dan tidak menandatangani akta notaris, fakta bahwa
empat anak laki-laki lainnya telah menandatangani akta tersebut dan
hibah tersebut telah diucapkan serta dituangkan dalam akta notaris
menunjukkan adanya persetujuan mayoritas dari ahli waris. Namun,
ketidaksetujuan satu ahli waris dapat berpotensi menimbulkan
sengketa di kemudian hari terkait sah atau tidaknya hibah tersebut,
terutama jika Pak HF kemudian mengajukan gugatan hukum untuk
membatalkan hibah atau menuntut bagiannya dari harta warisan.
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2. Kesepakatan Pak HF untuk menyetujui hibah dengan syarat
mendapatkan 25% dari Ibu | akan mengubah dinamika hukum dari
situasi tersebut. Ini menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi di
antara ahli waris. Secara hukum, jika kesepakatan ini dituangkan
dalam perjanjian tertulis (misalnya, di hadapan notaris atau melalui
surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak HF dan Ibu I), maka
kesepakatan tersebut akan mengikat secara hukum bagi kedua belah
pihak. Ini dapat menjadi solusi untuk mencegah sengketa di masa
depan terkait hibah tersebut. Jika kesepakatan ini tidak dituangkan
dalam bentuk tertulis, maka akan sulit untuk membuktikan dan
menegakkannya di kemudian hari. Namun, jika kesepakatan 25% ini
diakui dan dilaksanakan oleh Ibu I, maka hal itu akan mengurangi
potensi gugatan dari Pak HF.

3. Namun, karena hibah tersebut sudah memiliki akta notaris dan
disetujui oleh mayoritas ahli waris (kecuali Pak HF), serta adanya
kesepakatan kompensasi 25% dari harga rumah 1 tersebut kepada
Pak HF, maka hal ini dapat mengurangi risiko sengketa yang
berkaitan dengan pengurangan hak waris di kemudian hari. Penting
untuk diingat bahwa setiap kasus waris dapat sangat kompleks dan
bergantung pada detail spesifik serta interpretasi hukum yang
berlaku.

Pertanyaanya :

1. Pak HF mengajukan gugatan setelah Pak SH meninggal dan setelah

hibah dianggap "selesai,”" apakah gugatan Pak HF masih memiliki

dasar hukum yang kuat untuk membatalkan hibah tersebut?
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2. Bagaimana pandangan hukum terhadap “"perasaan tidak bermoral”
Ibu Ika terkait perbuatan adiknya (Pak HF) dan upaya Ibu | untuk
mempertahankan tanah dengan sertifikat dan bukti kuat?

3. Melihat pada akhir kasus, "perdamaian itu pun terjadi hibah yang
diberikan kepada Ibu I sudah sah dimiliki dan akta notaris yang
kuat,” apa implikasi hukum dari hasil perdamaian ini terhadap

gugatan Pak HF dan status kepemilikan Ibu 1?

Bapa UD suami Ibu |

30 April 2025
19.30 WIB

1. Gugatan Pak HF, meskipun diajukan setelah hibah selesai dan Pak
SH meninggal, masih bisa memiliki dasar hukum jika Pak HF
merasa dirugikan hak-hak warisnya atau jika ada cacat hukum dalam
proses hibah sebelumnya. Dalam hukum waris di Indonesia, setiap
ahli waris memiliki bagian mutlak (legitime portie) yang tidak dapat
dihilangkan oleh pewaris, bahkan melalui hibah. Jika hibah kepada
Ibu | melebihi bagian bebas dari pewaris atau mengurangi bagian

mutlak Pak HF, maka gugatan tersebut bisa diajukan untuk
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menuntut pembatalan hibah sebagian atau seluruhnya, atau
kompensasi dari harta warisan lainnya. Namun, faktor-faktor seperti
adanya akta notaris yang kuat dan upaya mediasi yang menghasilkan
perdamaian di kemudian hari akan sangat memengaruhi hasil
gugatan. Akta notaris adalah bukti kuat kepemilikan Ibu I, dan
perdamaian yang tercapai akan menjadi dasar hukum baru yang
mengikat para pihak.

. yang terpenting adalah bukti-bukti dan dasar hukum yang Kkuat.
Upaya Ibu | untuk mempertahankan tanah dengan sertifikat dan akta
notaris yang kuat adalah langkah yang sangat tepat. Sertifikat tanah
adalah bukti kepemilikan yang sah di mata hukum, dan akta notaris
hibah menguatkan proses pemberian hibah tersebut. Bukti-bukti ini
akan menjadi benteng utama Ibu | dalam menghadapi gugatan Pak
HF. Selain itu, keinginan Ibu | untuk mengurusnya secara
kekeluargaan melalui mediasi juga merupakan pendekatan yang
dianjurkan dalam sistem hukum di Indonesia. Mediasi bertujuan
mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak,
sehingga menghindari proses persidangan yang panjang dan
menguras energi.

. Intinya, perdamaian ini menjadi penutup babak sengketa dan
mengukuhkan kepemilikan Ibu | atas rumah dan tanah hibah tersebut
secara sah di mata hukum.

Pertanyaanya :

. Bagaimana peran komunikasi yang baik dan terbuka dalam keluarga,
seperti yang Anda sebutkan, dapat secara proaktif mencegah atau
meredakan konflik seperti sengketa hibah ini sebelum berkembang

menjadi gugatan hukum?
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2. Anda menyebutkan bahwa orang tua memiliki hak untuk
menentukan bagaimana mereka membagi harta. Namun, dalam
konteks hukum waris yang berlaku di Indonesia, sejauh mana hak
tersebut diakui, terutama jika ada ahli waris yang merasa dirugikan
hak mutlak (legitime portie) mereka?

3. Melihat hasil akhir yang positif melalui mediasi, bagaimana Anda
menilai peran pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dalam
menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan emosi dan hubungan

darah, dibandingkan dengan jalur hukum yang lebih formal?

FH sebagai anak Bapa UD dan Ibu |

1 Mei 2025
13.45WIB
Memberi jawaban tentang kasus yang terjadi dalam keluarga Pak SH :

1. Komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci utama dalam
mencegah konflik waris. Jika Pak SH telah secara transparan
menyampaikan niatnya untuk menghibahkan tanah dan rumah

kepada Ibu | kepada semua anaknya, termasuk alasannya, dan
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membuka ruang untuk diskusi, potensi ketidaksetujuan Pak HF
mungkin sudah teridentifikasi lebih awal. Hal ini memungkinkan
keluarga untuk mencari solusi yang disepakati bersama sejak awal,
misalnya dengan memberikan kompensasi atau pengaturan lain yang
adil bagi Pak HF, sehingga menghindari kebutuhan akan gugatan
dan proses mediasi yang panjang di kemudian hari.

. Memang benar bahwa orang tua memiliki hak untuk mengatur
pembagian hartanya. Namun, hak ini tidak mutlak tanpa batasan,
terutama dalam konteks hukum waris perdata di Indonesia yang
mengenal konsep legitime portie atau bagian mutlak warisan. Bagian
ini adalah jatah warisan yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi
oleh pewaris melalui wasiat atau hibah, demi melindungi hak ahli
waris tertentu (seperti anak-anak). Jadi, meskipun Pak SH berhak
menghibahkan hartanya, jika hibah tersebut terbukti mengurangi
jatah mutlak Pak HF sebagai ahli waris, maka Pak HF memiliki
dasar hukum untuk menggugat pembatalan atau kompensasi,
meskipun akhirnya diselesaikan secara damai.

. Pendekatan kekeluargaan dan perdamaian melalui mediasi terbukti
sangat efektif dalam kasus ini. Dalam sengketa waris yang sarat
emosi dan melibatkan hubungan darah, penyelesaian di pengadilan
seringkali justru memperparah keretakan hubungan keluarga.
Mediasi menawarkan ruang yang aman untuk menyampaikan
perasaan dan mencari solusi yang mengedepankan keharmonisan.
Fakta bahwa Ibu | dan Pak HF mencapai kesepakatan damai
menunjukkan bahwa solusi yang didapat melalui kekeluargaan bisa
lebih berkelanjutan dan menjaga hubungan baik antar saudara di
masa depan, dibandingkan putusan pengadilan yang mungkin hanya
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menguntungkan satu pihak dan meninggalkan kepahitan bagi yang

lain.

Pak Muhidin Sebagai Sekertaris Desa Menes

Wawancara tentang bagaimana letak geografis, demografis, sosiologis,

dan sejarah Desa Menes.
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